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Abstrak
PT Anugerah Mega Lestari Palembang sebagai perusahaan yang bergerak dalam
bidang distributor alat kesehatan yang dikenakan PPN, seperti pada umumnya melakukan
pembelian dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT.
Anugerah Mega Lestari Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif
dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Dalam melakukan
penelitian, prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data observasi, wawancara dan dokumentansi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan
perusahaan ini telah melakukan penerapan pajak pertambahan nilai dari perhitungan,
penyetoran dan pelaporannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No, 42 Tahun 2009.
Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai
Abstract
PT. Anugerah Mega Lestari Palembang as a company engaged in the field distributors
of medical devices which are taxed, as in general make a purchase with the input tax that can
be credited and can not be credited. This study aimed to analyze the application of value added
tax on the Anugerah Mega Lestari Company of Palembang. This study uses qualitative
descriptive method using two types of data are primary and secondary data. In conducting the
study, data collection procedures in this study using data collection techniques of observation,
interviews and documantary. Based on the analysis conducted this company has made the
application of value added tax from the calculation, deposit and reporting in accordance with
Tax Law No. 42 Year 2009.
Keywords: Value Added Tax
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju dan berkembang,
dalam hal ini pemerintah semakin menekankan kepada setiap wajib pajak badan untuk taat
dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat ini. Negara kita
merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintahan memerlukan
sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang di
daerah.
Oleh karena itu pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah
penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan
melakukan berbagai pembaharuan di bidang perpajakan termasuk dalam meningkatkan
kesadaran wajib pajak untuk mau melaksanakan atau melakukan kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara memperbaharui sistem perpajakan,
dari yang terdahulu menggunakan sistem perpajakan official assessment system dimana
penetapan besarnya pajak yang menjadi kewajiban pajak adalah wewenangan sepenuhnya
dari petugas yaitu petugas pajak (fiskus) dan sistem perpajakan yang digunakan sekarang
adalah self assessment system. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan
pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak dan
memudahkan waib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah
pajak yang terutang sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi
pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan
barang atau dalam memberikan jasa. Undang – undang pajak merupakan undang – undang
yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan
namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pajak pertambahan nilai
yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun
jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada
penggolongan dengan tarif yang berbeda (Lalujan, 2013).
Anggraini Darise (2014) yang berjudul “Analisis Akuntasi Pajak Pertambahan Nilai
pada PT. XYZ” dapat disimpulkan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai
yang ada pada PT. XYZ menggunakan sistem perhitungan pajak keluaran dan pajak
masukan. Sehingga dapat dengan mudah menentukan besar pajak yang akan di bayar oleh
perusahaan dan kemudian membandingkan antara perhitungan perusahaan dan perhitungan
pajak.
Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan Novi Damayanti (2012) yang berjudul
“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol
Surabaya” dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan undang-
undang perpajakan, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak yang
terlalu besar.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Fideli Christina (2012) yang berjudul
“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Neraca
pada CV. Kamdatu Palembang” dapat disimpulkan bahwa perusahaan CV. Kamdatu
Palembang belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai karena tidak adanya
perjurnalan berdasarkan SAK dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan
pajak pertambahan nilai, tidak adanya penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai
mengakibatkan dalam laporan neraca tidak muncul akan hutang PPN.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Joko Supriyanto (2012) yang berjudul
“Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi PT. MRC Tahun 2008,
2009, 2010” dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melakukan
kewajiban yang sesuai dengan kententuan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-
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kesalahan seperti faktur pajak standart cacat baik pajak masukan ataupun pajak keluaran
dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa pajak pertambahan nilai
sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi yang dapat merugikan perusahaan itu
sendiri.
Penelitian yang dilakukan Avriany (2012) yang berjudul “Evaluasi Penerapan
Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusahan Kena Pajak PT. Enseval
Putera Megatrading Cabang Manado” dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pajak
pertambahan nilai pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42
Tahun 2009 tentang pajak pertamabahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah.
Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak adalah 10% dari harga
jual produk, akan tetapi masih dijumpai adanya kesalahan dalam pencatatan atas retur
penjualan dan pelaksanaan pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 332.600 yang
seharusnya dapat dikreditkan dengan pajak masukan dan untuk itu perusahaan dapat
memperbaiki kesalahan tersebut dan memperhatikan pelaksanaan atas pengkreditan pajak
masukan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pajak pertambahan nilai pada wajib badan dan
untuk mengetahui sejauh mana penerapan yang dilakukan wajib badan dalam pajak
pertambahan nilai pada perusahaannya karena masih banyak perusahaan yang belum
melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
masih terdapat selisih kurang atau lebih bayar PPN terutang. Dalam penelitian ini peneliti
memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu PT. Anugerah Mega Lestari
Palembang.
PT. Anugerah Mega Lestari merupakan perusahaan distributor alat kesehatan yang
merupakan pengusaha kena pajak sehingga melakukan pemunggutan PPN atas penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP). Selain itu perusahaan sering kali mendapat proyek dari
pemerintah atau pemunggut PPN. Terdapat kondisi berbeda dalam hal ini terkait dengan
PPN yaitu perusahaan dalam menerima pembayaran penjualan atas proyek pemerintah
tidak termasuk PPN, namun pemerintah langsung memotong PPN atas penjualan tersebut
dan memberikan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) kepada perusahaan dan perusahaan juga
ada tidak melaporkan beberapa faktur pajak mereka sehingga terjadinya lebih bayar PPN
pada perusahaan. Penulis juga memilih perusahaan ini ingin mengetahui penerapan,
perhitungan, pelaporan dan pencatatan agar sesusai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Anugerah Mega Lestari
Palembang”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah
apakah penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Anugerah Mega Lestari telah sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui apakah penerapan pajak pertambahan
nilai PT. Anugerah Mega Lestari Palembang sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Manfaat penelitian adalah : Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan pada mata kuliah perpajakan
akuntansi dan juga menambah pengetahuan mengenai penerapan pajak pertambahan nilai
pada perusahaan kena pajak. Bagi STIE MDP diharapkan dapat menjadi referensi
tambahan bagi semua orang yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
Bagi Perusahaan untuk memperluas wawasan perusahaan akan perlunya penerapan pajak
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pertambahan nilai yang sesuai undang-undang perpajakan dan diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan input dan kontribusi bagi pihak perusahaan. Bagi Penelit selanjutnya
diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat
menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Kepatuhan
Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia), patuh bearti suka menurut perintah, taat kepada pemerintah atau aturan
berdisiplin. Kepatuhan bearti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan
aturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap keikutan serta wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri kemudian secara akurat dan
tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori
kepatuhan. Teori kepatatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam
mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.
2.1.2 Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan adalah :
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat’’.
2.1.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang
diperbaruhi lagi sampai sekarang Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah pajak atas
konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di
daerah Pabean.
Dengan demikian, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja,
melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam undang-
undang perpajakan yang berlaku.
2.1.4 Subjek Pajak Petambahan Nilai
Subjek pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun
2000 sebagai berikut :
a.Pengusaha yang menurut Undang-Undang harus dikukuh menjadi pengusaha kena
pajak adalah produsen, importir dan investor, pengusaha yang mempuyai hubungan
istimewa dengan pabrik atau importir, agen utama dan penyaluran utama dari pabrik
dan importir dan pemegang hak paten dan merk dagang.
b. Pengusahan yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
adalah eksportir dan pedangang yang menjual barang kena pajak kepada PKP yang
biasanya merupakan jalur produksi.
2.1.5 Objek Pertambahan Nilai
Objek pajak pertambahan nilai digolongkan menjadi dua macam, yaitu:
a. BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak
b. Impor barang kena pajak.
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c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak.
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f. Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak.
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau
digunakan pihak lain.
h. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva
tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat
perolehannya dapat dikreditkan.
2.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Menurut sukrisno (2010, h. 166) tarif pajak pertambahan nilai pada umumnya yaitu
10%. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya
5% dan setinggi-tingginya 15%.
2.1.7 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai
Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan
mengkalikan Tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena
pajak) dengan dasar pengenaan pajak.
2.1.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Menurut Muljono (2008, h.61) pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai
yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
atau impor BKP.
Muljono (2008, h.73) pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai terutang
yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP,
ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP”.
2.1.9 Mekanisme Pengkreditan
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertamabahan Nilai 1984 prinsip dasar
pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut :
a. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan
i.Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk
masa pajak yang sama.
ii. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak
masukan dapat dikreditkan.
iii. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada
jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib dibayar oleh
PKP.
iv. Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya
merupakan kelebihan pajak masukan yang dapat diminta kembali ke masa pajak
berikutnya.
v. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk barang
kena pajak atau jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan
usaha melakukan penyerahan kena pajak.
vi. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan
penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak dapat dikreditkan.
b. Pajak Masukan yang Tidak Dapat dikreditkan
i.Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
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ii. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa
kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
iii. Pajak masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan
bermotor berbentuk sedan, jeep, dan kombi kecuali sebagai barang dagangan atau
disewakan.
iv. Pajak masukan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau
pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean, sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
v. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana.
vi. Pajak masukan yang tercantum faktur pajak sederhana tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
vii. Pajak masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan
pajak.
viii. Pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa ppn
yang ditemukan dalam pemeriksaan.
ix. Pajak masukan untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan
dari pengenaan pajak.
2.2.10 Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak atau penyerahan jasa kena pajak,
bukti pungutan pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan
barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, bukti atau pungutan pajak karena
impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang di teliti.
3.2 Objek dan Subjek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai. Sedangkan subjek
penelitiannya adalah PT. Anugerah Mega Lestari Palembang yang berlokasi di JL. Basuki
Rahmat no. 5b Palembang.
3.3 Pemilihan Informan Kunci
Informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak Windy Leornado selaku bagian
staf perpajakan yang mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Anugerah
Mega Lestari Palembang.
3.4 Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data
primer yang berupa wawancara dan observasi langsung dengan informan kunci mengenai
penerapan pajak pertambahan nilai dan dokumen yang digunakan pajak pertambahan nilai.
Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah memakai sumber dari berbagai buku
yang bersangkutan dengan pajak pertambahan nilai.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
observasi (pengamatan) dan teknik wawancara (Interview). Dimana data yang diperoleh
dari dokumen yang ada di perusahaan.
3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis statistik
deskriftif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan data yang yang ada untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi pada PT. Anugerah Mega Lestari.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Dari hasil wawancara dan dokumentansi peneliti kepada informan kunci yaitu bapak
Windy, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini melakukan penerapan pajak pertambahan
nilai dengan pembuatan faktur pajak, penyimpanan, pelaporan spt masa pajak pertambahan
nilai, pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
1. Penerapan Pajak Pertambahan
Dalam pelaksanaan penerapan pajak pertambahan nilai PT. Anugerah Mega
Lestari melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 yaitu :
1. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP
2. Memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai dasar
pengenaan pajak dan transaksi atas penyerahan barang kena pajak.
3. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat-lambatnya
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai
dengan surat pemberitahuan masa dalam jangka 20 hari setelah akhir masa pajak.
5. Membuat pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran.
6. Menyimpan faktur pajak dengan rapi dan teratur.
4.2 Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai
1. Analisis Pembuatan Faktur Pajak
Menurut hasil wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, bahwa
pembuatan faktur pajak yang dilakukan PT. Anugerah Mega Lestari telah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. PT. Anugerah Mega Lestari
telah menggunakan faktur pajak standart dari Dirjen Jendral Pajak. Faktur pajak dibuat
perusahaan sebanyak dua rangkap, dimana lembar pertama untuk diserahkan kepada
penerima barang kena pajak dan lembar kedua untuk di arsipkan ke PT. Anugerah
Mega Lestari sebagai penyerah barang kena pajak.
2. Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
Dari pemungutan pajak pertambahan nilai PT. Anugerah Mega Lestari peneliti
melihat bahwa setiap pembelian dan penjualan dipungut sebesar 10% dari dasar
pengenaan pajak untuk semua jenis barang kena pajak dan itu bearti telah melakukan
pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan no. 42
Tahun 2009.
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3. Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Dalam hasil wawancara terhadap informan kunci pak Windy bahwa penyetoran
yang dilakukan PT. Anugerah Mega Lestari ternyata selalu tepat waktu dan tidak pernah
terlambat yang dikarenakan setiap tahun 2015 bulan Januari sampai dengan Desember
terdapat lebih bayar, menurut informan kunci yaitu pak windy bagian administrasi
perpajakan terjadinya lebih bayar pada perusahaan ini dikarenakan pengusahan kena
pajak atau PKP melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pemungut PPN
sehingga pajak PPN yang seharusnya dipungut oleh PKP tetapi dipungut oleh pemungut
PPN dan penulis menemukan adanya beberapa faktur pajak yang belum dilaporkan
perusahaan pada bulan Februari sehingga terjadinya lebih bayar PPN pada perusahaan
tersebut.
4. Analisis Penyampaian Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan
Nilai
Dalam penyampaian pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai PT. Anugerah
Mega Lestari telah melakukan pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan
nilai yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu menggunakan Self
Assesment dimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib
pajak pengusaha. PT. Anugerah Mega Lestari melakukan pelaporan pajak pertambahan
nilai dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak 1111 yang terdiri dari
pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran dan lebih bayar atau kurang bayar.
5. Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai
Dalam melakukan pencatatan PT. Anugerah Mega Lestari melakukan pencatatan
pajak keluaran dan masukan, berikut contoh pencatatan pajak masukan PT. Anugerah
Mega Lestari :
1. Pencatatan Pajak Keluaran
PT. Anugerah Mega Lestari melakukan penjualan sebesar Rp. 186.021.900 kepada
Rumah Sakit YK Madira. sesuai dengan faktur 695/IDJS, maka penghitungan sbb:
Tabel 4.5
Pencatatan Pajak Keluaran
PT. Anugerah Mega Lestai
Penjualan Kepada RS
Tanggal : 1 Januari 2015 Debit Kredit
DPP Rp 186.021.900
PPN Keluaran 10% = Rp 18.602.190
Pencatatan secara tunai sebagai berikut :
KET Debit Kredit
Kas Rp 204.624.090
Penjualan Rp 186.021.900
PPN Keluaran Rp 18.602.190
Pencatatan secara kredit sebagai berikut :
KET Debit Kredit
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Piutang Dagang Rp 204.624.090
Penjualan Rp 186.021.900
PPN Keluaran Rp 18.602.190
Pencatatan saat pelunasan pembayaran dicatat sbb :
KET Debit Kredit
Kas Rp 204.624.090
Piutang Dagang Rp 204.624.090
Sumber : PT. Anugerah Mega Lestari
2. Pencatatan Pajak Masukan
PT. Anugerah Mega Lestari melakukan pembelian kepada PT. Siskindo
sebesar Rp.150.000.000 dengan faktur JV 9922-8, maka perhitungan sbb :
Tabel 4.6
Pencatatan Pajak Masukan
PT. Anugerah Mega Lestari
Pembelian Kepada PT. Siskindo
Tanggal : 1 Januari 2015 Debit Kredit
DPP Rp 150.000.000
PPN Keluaran 10% = Rp 15.000.000
Pencatatan secara tunai sebagai berikut :
KET Debit Kredit
Kas Rp 150.000.000
Penjualan Rp 15.000.000
PPN Keluaran Rp 145.000.000
Pencatatan secara kredit sebagai berikut :
KET Debit Kredit
Piutang Dagang Rp 150.000.000
Penjualan Rp 15.000.000
PPN Keluaran Rp 145.000.000
Pencatatan saat pelunasan pembayaran dicatat sbb :
KET Debit Kredit
Kas Rp 150.000.000
Piutang Dagang Rp 150.000.000
Sumber : PT. Anugerah Mega Lestari
Dari penjurnalan diatas terdapat pencatatan pajak keluaran dan pajak masukan
yang dilakukan PT. Anugerah Mega Lestari dalam melakukan transaksi penjualan
barang kena pajak kepada pelanggan menggunakan sistem pembayaran cash, giro dan
transfer. Setiap penjualan akan mengeluarkan atau membuat faktur pajak atas penjualan
barang kena pajak pada saaat transaksi. Faktur tersebut akan digunakan sebagai dasar
pengenaan pajak untuk pelanggan yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Dalam
transaksi perolehan barang kena pajak kepada supplier, perusahaan yang melakukan
transaksi tersebut menerima sebuah faktur pajak serta faktur pajak akan dijadikan pihak
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suplier sebagai tanda terima atas dasar penagihan pihak supplier kepada perusahaan dan
atas pajak masukan yang terutang.
6. Analisis Penyimpanan Faktur Pajak
Dalam hasil wawancara bersama pak Windy ternyata faktur pajak disimpan
dengan rapi dan teratur, dengan penyusunan brief ordner yaitu dengan menggunakan
urutan nomor seri dan tanggal faktur pajak, nomor seri itu disesuaikan dengan tanggal
pembuatan faktur pajak, setelah itu di arsipkan sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun
dan itu sangat memudahkan perusahaan untuk mencari faktur pajak.
5. KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah peneliti lakukan pada PT.
Anugerah Mega Lestari Palembang dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Anugerah Mega Lestari
dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai
sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 yaitu.
2. Dalam penerapan pajak pertambahan nilai PT. Anugerah Mega Lestari untuk penjualan
dan pembelian barang kena pajak telah dipungut PPN dan penyetoran terdapat selisih
dari jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang menghasilkan PPN lebih bayar
pada setiap bulannya karena perusahaan mengalami pajak masukan lebih besar dari
pajak keluaran yang dikarenakan perusahaan banyak melakukan penjualan kepada
pemungut PPN sehingga seharusnya PPN ditanggung PKP akan tetapi sebaliknya PPN
dipungut oleh pemungut PPN dan akhirnya mengalami lebih bayar dan adanya faktur
pajak bulan Februari yang tidak dilaporkan perusahaan karena pembelian barang yang
tidak berhubungan dengan produksi perusahaan padahal kalau kita menerima faktur
pajak atas pembelian barang walaupun barang tersebut tidak berhubungan dengan
produksi perusahaan tetap harus dilaporkan agar pajak masukan yang diterima tidak
lebih besar dari pajak keluaran akan tetapi perusahaan telah melaporkan nya pada bulan
berikutnya sehingga tidak terjadi sanski administrasi.
3. Dalam melakukan kewajiban penyetoran perusahaan tidak pernah terlambat karena
adanya kompensasi dari bulan sebelum-sebelumnya dan pembuatan pelaporan SPT
masa pajak pertambahan nilai PT. Anugerah Mega Lestari telah melengkapi semua
lampiran-lampiran yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang
berlaku.
5.2 Saran
Dari kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan pada PT. Anugerah Mega
Lestari Palembang mengenai analis penerapan pajak pertambahan nilai maka saran
terhadap kesimpulan berikut :
1. Semoga PT. Anugerah Mega Lestari dapat mempertahankan dalam penyetoran dan
pelaporan agar terhidar dari keterlambatan dan sanksi administrasi.
2. Harus selalu melaporkan faktur pajak pembelian yang didapatkan walaupun pembelian
barang tersebut tidak berhubungan dengan produksi perusahaan.
3. PT. Anugerah Mega Lestari harus selalu update atau mengikuti perkembangan
mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali mengalami perubahan agar
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
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